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I. PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen
strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), pengumuman Rencana Umum
Pengadaan (RUP) menjadi tahapan awal yang sangat krusial karena berfungsi
sebagai media keterbukaan informasi kepada publik serta pelaku usaha.

Melalui pengumuman RUP pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP), pemerintah daerah memberikan kepastian informasi
mengenai rencana belanja pengadaan, sehingga mendorong partisipasi
usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK).

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tanjung Jabung
Timur memiliki peran strategis sebagai pusat keunggulan (center of excellence)
pengadaan di daerah, yang tidak hanya melaksanakan fungsi pemilihan
penyedia, tetapi juga pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap
seluruh proses pengadaan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja UKPBJ
dalam memastikan seluruh perangkat daerah telah melaksanakan kewajiban
pengumuman RUP Tahun Anggaran 2026 secara lengkap (100%), sekaligus
sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pengadaan di masa yang
akan datang.

II. DASAR HUKUM

Pelaksanaan pengumuman RUP berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) tentang Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).



4. Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Catatan tata kelola:

Pengumuman RUP merupakan kewajiban PA/KPA sebagaimana prinsip
transparansi dan akuntabilitas dalam PBJ, serta menjadi indikator penting
dalam penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah (IPKD).

I1I. CAPAIAN PENGUMUMAN RUP

Capaian pengumuman RUP Tahun Anggaran 2026 menunjukkan hasil
optimal dengan tingkat kepatuhan penuh oleh seluruh perangkat daerah.

Ringkasan Capaian

Uraian Nilai
Jumlah total paket pengadaan 6.752 paket
Paket terumumkan dalam SIRUP 6.752 paket
Total nilai belanja pengadaan Rp 331.541.807.386
Nilai RUP terumumkan Rp 331.541.807.386
Persentase pengumuman 100%

Interpretasi:
Capaian 100% menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah telah
memenuhi kewajiban regulatif secara penuh, yang berdampak langsung

terhadap peningkatan transparansi dan kesiapan pelaksanaan pengadaan
sejak awal tahun anggaran.

IV. REKAPITULASI DATA RUP

1. Berdasarkan Jenis Pelaksanaan (Penyedia vs Swakelola)

Kategori Nilai (Rp) Jumlah Paket Persentase
Penyedia 184.775.974.509 4.932 55,7%
Swakelola 146.766.332.877 1.881 44,3%

Analisis:

Komposisi ini menunjukkan keseimbangan antara pelaksanaan oleh
penyedia dan swakelola. Hal ini mencerminkan optimalisasi sumber daya
internal pemerintah sekaligus pemanfaatan pasar.



2. Berdasarkan Komponen Produk (PDN vs Impor)

Kategori Nilai (Rp) Jumlah Paket
Produk Dalam Negeri (PDN) 184.739.218.409 4.932
Impor 36.756.100 6
Analisis:

Dominasi PDN menunjukkan keberpihakan terhadap kebijakan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yang sejalan dengan arah

kebijakan nasional.

3. Berdasarkan Keterlibatan UMKK

Kategori Nilai (Rp) Jumlah Paket
UMKK 183.895.696.124 4.932

Non UMKK 880.278.385 24

Analisis:

Tingginya porsi UMKK mencerminkan implementasi kebijakan afirmatif
pemerintah dalam mendorong ekonomi lokal dan pemberdayaan usaha kecil.

4. Berdasarkan Metode Pemilihan Penyedia

Metode Nilai (Rp) Jumlah Paket

Tender 30.157.506.140 19

E-Purchasing 87.019.592.152 3.684
Pengadaan Langsung 18.274.312.153 429
Penunjukan Langsung 14.400.000 1
Dikecualikan 47.962.048.064 797
Seleksi 1.250.000.000 4
Tender Cepat 98.116.000 4
Analisis:

Dominasi E-Purchasing menunjukkan tingkat kematangan digitalisasi

pengadaan serta efisiensi proses melalui katalog elektronik.



5. Berdasarkan Jenis Pengadaan
Jenis Pengadaan Nilai (Rp) Jumlah Paket

Pengadaan Barang 72.463.343.018 2.531

Jasa Konsultansi 4.746.676.407 148
Pekerjaan Konstruksi 40.013.643.710 124
Jasa Lainnya 67.317.311.324 2.131
Analisis:

Pengadaan barang dan jasa lainnya mendominasi, yang umumnya bersifat
operasional dan mendukung pelayanan publik secara langsung.

V. MONITORING DAN PENDAMPINGAN

Dalam rangka memastikan kepatuhan dan kualitas pengisian RUP, UKPBJ
telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

e Pendampingan kepada seluruh perangkat daerah
o Pelaksanaan rapat koordinasi dan klinik teknis
« Asistensi langsung penginputan SIRUP
« Verifikasi dan validasi data pengadaan
Output kegiatan:
e Seluruh perangkat daerah berhasil mengumumkan RUP
« Tidak terdapat paket yang belum diumumkan
o Data RUP terinput secara lengkap dan konsisten
Manajemen risiko yang dilakukan:
« Mitigasi keterlambatan melalui monitoring berkala
o Penanganan kendala teknis secara real-time
o Validasi data untuk menghindari kesalahan input
VI. ANALISIS KUALITATIF
1. Capaian Positif
« Tingkat kepatuhan 100% terhadap regulasi

« Optimalisasi E-Purchasing sebagai metode utama



« Tingginya keterlibatan UMKK

» Konsistensi data antar perangkat daerah
2. Permasalahan yang Dihadapi

o Kendala teknis aplikasi SIRUP pada beberapa perangkat daerah

e Variasi kapasitas SDM pengelola pengadaan
3. Upaya Perbaikan

e« Pendampingan intensif oleh UKPBJ

o Koordinasi lintas perangkat daerah

e Penguatan kompetensi SDM pengadaan
VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan

UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berhasil memastikan seluruh
perangkat daerah melaksanakan pengumuman RUP Tahun Anggaran 2026
secara penuh (100%), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi

1. Mempertahankan capaian 100% secara konsisten setiap tahun
Melakukan monitoring berkala terhadap perubahan RUP
Meningkatkan kompetensi SDM pengadaan

Memperkuat dokumentasi sebagai bentuk akuntabilitas

L .

Mendorong peningkatan kualitas perencanaan pengadaan
VIII. PENUTUP

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas UKPBJ
dalam pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Diharapkan
laporan ini dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan, evaluasi
kinerja, serta peningkatan tata kelola pengadaan yang lebih baik di masa
mendatang.

IX. LAMPIRAN
1. Rekapitulasi per perangkat daerah
2. Berita acara kegiatan pendampingan

3. Dokumentasi kegiatan (daftar hadir, foto, tangkapan layar)



HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN
CAPAIAN PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) 100%
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG /JASA (UKPBJ)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2026
Laporan ini telah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan monitoring, pendampingan, dan pengendalian pengumuman
Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 pada seluruh
Perangkat Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Seluruh data dalam laporan ini bersumber dari Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan (SIRUP) serta telah dilakukan verifikasi dan validasi secara

internal oleh UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak, 25 Maret 2026
Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kepala UKPBJ
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TS84 ;4 200903 1 005

Diverifikasi oleh,

Koordinator Pengelolaan RUP Koordinator Pengelolaan RUP
/. S
B. Hermanto, SE Abdi Yerhan, ST

NIP. 19770106 201101 1 002 NIP. 19770208 200501 1 009
[



Profil Pengadaan Monitorin
gad Monitoring

Monitoring Live Monitoring Dashboard

Evaliation Tahun Anggaran Jenis instans: nstansi Satuan Kerja

@ Afirmasi PON 2026 v O v KAB. TANJUNG JABUNG ... v Semua v
Data p KAB TANJUNG JABUNG

8 Rencana Umum Pengadaan AUR

£ Realisa Ringkasan Perencanaan dan Realisasi Pengadaan

2 Pembayarar Nila Paket Data

Perencanaan Pengadaan
DATA
ol

INAPROC

% Pengisian RUP

Belan)a Pengadaan

Rp 331.541.807.386

Penyedia/Swakelola

Tota! RUP

Rp 331.541.807.386

PDN/Impor

~ L ¢

UMKK/Non UMKK

0812

S )
ANQ s TU® 00



